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Abstrak 

KHASANAH, 2022. Implementasi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Di Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Tugas Akhir Program Studi 

D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Eknomika Universitas Islam Indonesia. Dibimbing 

oleh Afuan Fajrian Putra, SE., M.Acc., Ak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pencatatan 

penyusutan aset tetap pada BPKPAD Kabupaten Klaten. Penelitian ini bersifat empiris 

dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui 

data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. Selanjutnya, data yang 

diperoleh dianalisis secara kuantitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pencatatan dan perhitungan penyusutan 

aset tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu 

Penyusutan Aset Tetap. Dengan menggunakan metode garis lurus dan dipaparkan dalam 

laporan neraca. 

Kata Kunci : Penyusutan Aset Tetap, PSAP No. 07, Metode Garis Lurus, Aset Tetap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Dasar Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibentuk secara berurutan mengenai 

posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu. Pelaporan keuangan sektor publik 

bertujuan menyajikan informasi dalam mengambil keputusan dan membuktikan 

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang didapatkan. Selain itu, pelaporan keuangan 

sektor publik memiliki informasi bagaimana entitas mendanai aktivitas dalam memenuhi 

persyaratan kas, kondisi keuangan,dan perubahan didalamnya. Pelaporan sektor publik 

juga terdapat informasi kinerja atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Nadir, 

2019). 

Tahun 2010 Pemerintah merubah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 

menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mengatur tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua buah lampiran. 

Lampiran I berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, adapun 

lampiran II berisikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual. 

Laporan keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tidak 

terjadi salah pencatatan. Penerapan Peraturan Pemerintah yang baru ini, diharapkan akan 

diikuti aturan-aturan pelaksanaannya. Tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan 

pemerintah untuk dijadikan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah 

pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya (Elsye, Suwanda, & Muchidin, 2016). 
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Mengingat aset tetap mempunyai masa manfaat yang panjang, maka pemerintah 

menetapkan aset tetap menjadi salah satu unsur laporan keuangan yang paling konkret. 

Adanya penyusutan ini diharapkan pemerintah untuk memperkirakan sisa umur manfaat 

suatu aset tetap dalam beberapa tahun ke depan. Penyusutan penting bagi pemerintah 

dalam memperoleh informasi sisa umur manfaat, informasi tersebut dijadikan tolak ukur 

dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau 

menambah aset yang telah dimiliki. Penentuan besarnya penyusutan tidak dapat 

dilakukan jika tidak ada informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa 

manfaatnya. Oleh karena itu, ketetapan penyusutan sudah diatur dalam PSAP No. 07 agar 

dapat diimplementasikan. 

Setiap akhir tahun periode pada laporan keuangan, dilakukan pengauditan guna 

mengetahui apakah sesuai dengan SAP sehingga auditor memberikan opini. Berdasarkan 

opini tersebut, penyusun laporan keuangan mengetahui apa saja kesalahan dan 

kekurangan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

menemukan adanya aset tetap yang mengalami penyusutan setiap tahun. Penyusutan 

terjadi dikarenakan nilai dan fungsi aset menurun sejalan dengan umur manfaat aset 

tersebut. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan metode penyusutan yang telah 

ditentukan PSAP No. 07 yaitu metode garis lurus guna mengetahui beban penyusutan tiap 

tahun dan jangka waktu masa pakai aset tersebut. 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) 

Kabupaten Klaten memiliki dan mengelola aset tetap dengan masa penggunaan lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh 
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masyarakat umum. Hal ini berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 

Tentang Kebijakan Akuntansi dan mengklasifikasikan aset tetap atas dasar kesamaan sifat 

dan kegiatan operasi entitas yang dimaksud dalam Bab XIII meliputi, tanah, gedung, 

peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 76 Tahun 2020 telah mengatur 

pencatatan dan perhitungan aset tetap daerah, mulai sistem pencatatan dan perhitungan 

aset tetap sampai berakhirnya masa manfaat aset tetap, pencatatan penyusutan aset tetap 

pada neraca terjadi adanya kegiatan perolehan aset tetap sampai aset tetap dihapuskan. 

Setiap akhir tahun dilakukan pencatatan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketetapan 

perundang-undangan. Pencatatan dan perhitungan aset tetap dilakukan paling sedikit per 

semester. Hasil perhitungan penyusutan aset tetap disajikan pada laporan keuangan 

pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan 

Barang Milik Daerah. 

Melihat pentingnya pencatatan dan perhitungan penyusutan aset tetap dalam 

sistem pemerintahan daerah, maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik 

dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET TETAP 

BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 

(PSAP) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET 

DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN” 
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk mengidentifikasi Pencatatan 

Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

No. 07 di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) 

Kabupaten Klaten. 

1.3 Target Magang 

Adapun target magang yang ingin dicapai penulis yaitu dapat menjelaskan 

bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. 

1.4 Bidang Magang 

Pada saat pelaksanaan magang dimulai, penulis ditempatkan pada bidang Aset 

Daerah BPKPAD yang dimana terdiri atas 3 (tiga) sub bidang yaitu Perencanaan dan 

Distribusi Aset, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, Inventarisasi dan Penghapusan Aset. 

Di antara sub bidang tersebut penulis focus pada bidang Inventarisasi dan Pengahapusan 

Aset BPKPAD Kabupaten Klaten. 

1.5 Lokasi Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Adapun beralamatkan di Jl. Pemuda Nomor 

294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 
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Gambar 1.1 : Lokasi BPKPAD Kabupaten Klaten 

Sumber : Google Maps 

 

1.6 Jadwal Magang 

Penulis melaksanakan magang di BPKPAD Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) 

bulan, dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 – 1 Juni 2022, dijadwalkan 5 hari dalam satu 

minggu dan dilaksanakan selama 13 minggu. 
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Tabel 1 : Rincian dan Jadwal Magang 

No Kegiatan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Magang 

              

              

2 

Pengumpulan 

Data 

                  

              

3 

Penulisan 

Term Of 

Reference 

(TOR) 

                   

              

4 

Menyusun 

Laporan 

Tugas Akhir                                  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 , Standar Akuntansi Pemerintah merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Sedangkan, menurut PMK No. 238/PMK.05/2011 Standar 

Akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian tahap untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi mulai analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkup organisasi 

pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Ariyanto, 2020). 

Berdasarkan pemahaman  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikemukakan 

di atas, penulis menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah 

satu aturan atau prasyarat yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang 

transparan dan akuntabel. 

 

 



8 
 

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSPAP) No. 07 Tentang 

Akuntansi Aset Tetap 

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah  mengatur perlakuan akuntansi aset tetap 

termasuk penentuan nilai aset dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah berlangsung untuk semua instansi pemerintah 

yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan mengatur laporan keuangannya, 

termasuk penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan Tetapi hal ini tidak 

diterapkan untuk sumber daya alam terbarukan, eksplorasi, dan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui, seperti penggalian mineral, minyak, gas alam. Pernyataan 

Standar Akuntansi berlaku untuk aset tetap yang dimanfaatkan guna mengembangkan 

aktivitas aset tersebut dan dapat dipisahkan dari aktivitas aset tersebut.  

2.3 Pengertian Aset Tetap 

Menurut Rudianto (2015), Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang 

sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, tidak untuk 

diperjual belikan. Sedangkan pemahaman lain, Aset Tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 

(Suwanda & Santosa, 2014). 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap merupakan 

barang berwujud yang memiliki manfaat lebih satu tahun bersifat relative permanen dan 

digunakan dalam kegiatan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

(PSAP) Nomor 07 menggolongkan beberapa aset tetap, yaitu: 
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1) Tanah, ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah 

dalam kondisi siap pakai. 

2) Peralatan dan Mesin, mencangkup kendaraan bermotor, mesin-mesin, alat 

elektronik, dan peralatan lainnya yang mempunyai nilai yang signifikan dengan 

kondisi siap pakai. 

3) Gedung dan Bangunan, seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dan 

digunakan kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai. 

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dimana pemerintah membangun layanan yang 

dimiliki dan dikuasai pemerintah dalam kondisi siap pakai. 

5) Konstruksi dalam pengerjaan, semua aset tetap yang dalam proses pembangunan, 

akan tetapi dalam tanggal pelaporan keuangan belum selesai dibangun 

seluruhnya. 

6) Aset Tetap Lainnya, aset tetap yang tidak dikelompokkan dalam aset tetap diatas, 

serta diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan 

keadaan siap pakai. 

2.4 Jenis Aset Tetap 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 mengklasifikasikan aset tetap 

berdasarkan jenisnya dikelompokan menjadi: 

1) Aset tetap tidak dapat disusutkan 

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset tetap yang memiliki umur dan 

masa manfaat yang tidak terbatas. Seperti: tanah untuk bangunan perkantoran atau 
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pabrik. Harga perolehan tanah tersebut tidak dapat disusutkan karena masa 

manfaat tidak terbatas. 

2) Aset tetap dapat disusutkan 

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang memiliki umur atau masa 

manfaat yang terbatas. Terdapat dua jenis aset tetap yang dapat dikelompokkan 

yaitu: 

a) Aset tetap bila masa manfaat berakhir dapat diganti dengan aset yang 

sejenis. Aset jenis ini dialokasikan dari harga perolehan yang melalui 

penyusutan (depresiasi) misal: bangunan, kendaraan, mesin-mesin, 

peralatan kantor, dan lainnya. 

b) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tidak dapat digantikan 

oleh aset tetap sejenisnya dengan harga perolehan dapat disusutkan 

menggunakan penyusutan (depresiasi). Misal: tanah, hutan, dan 

sumber daya alam lainnya. 

2.5 Penyusutan 

Elsye, Suwanda, & Muchidin, (2016) menyatakan bahwa penyusutan adalah 

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 

Sedangkan, penyusutan adalah penyesuaian nilai dengan penurunan kapasitas dan masa 

manfaat dari suatu aset tetap yang dikarenakan penggunaan kegiatan operasi pemerintah 

yang sejalan dengan masa manfaat yang menurun (Nadir, 2019) 

Pengertian Penyusutan menurut KSAP nomor 18 adalah alokasi nilai suatu aset 

tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Manfaat suatu aset 
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tetap semakin lama semakin menurun dikarenakan digunakan dalam kegiatan operasi 

pemerintah dan sejalan dengan itu nilai aset tetap tersebut juga semakin turun. 

Berdasarkan pengertian penyusutan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah 

suatu aset tetap yang akan mengalami penyusutan selama masa manfaatnya yang telah 

ditentukan. 

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memutuskan Buletin Teknis 

No.18 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual menjadikan sebagai pedoman yang diterapkan 

tahun 2015. Tujuan utama penyusutan bukan menumpuk sumber daya bagi pembayaran 

utang dan penggantian aset tetap yang disusutkan, namun tujuan utamanya yaitu untuk 

menyesuaikan nilai wajarnya aset tetap. Buletin Teknis menetapkan prasyarat penyusutan 

yang harus dipenuhi yaitu: 

a) Identitas aset yang kapasitasnya menurun 

Aset tetap dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas 

manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Peralatan, 

mesin, gedung dab bangunan, jalan, irigasi dan jaringan termasuk aset yang dapat 

menurun kapasitas dan manfaatnya, sedangkan tanah dan konstruksi dalam 

pengerjaan termasuk aset tetap tidak menurun kapasitas dan manfaatnya.  

b) Nilai yang dapat disusutkan 

Prasyarat penyusutan ialah nilai aset teta, sehingga PSAP memakai nilai historis 

kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis.  
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c) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap 

Disebut aset sebagai aset tetap apabila masa manfaatnya dapat digunakan lebih 

dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi. Pengukuran masa manfaat 

berbeda-beda, ada yang diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan tidak. 

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan perlu diperhatikan untuk 

menetapkan metode penyusutan aset tetap yang dapat dipilih dengan perhitungan 

metode garis lurus atau saldo menurun berganda. 

2.6 Metode Penyusutan 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset 

Tetap, menyebutkan bahwa terdapat tiga metode perhitungan penyusutan aset tetap. 

Metode yang disarankan dalam PSAP Nomor 07 adalah: 

a) Metode Garis Lurus (straight line method)  

Cara penggunaan metode ini terdapat dua perhitungan dengan menggunakan nilai 

residu dan tanpa nilai residu. Perhitungan dengan nilai residu : 

Nilai Perolehan – Nilai Residu 

Penyusutan =  

Masa Manfaat 

Perhitungan tanpa nilai residu  : 

          Nilai Perolehan 

 Penyusutan =  

       Masa Manfaat 
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b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)  

Metode saldo menurun berganda merupakan metode penyusutan dipercepat, 

sebagian besar penyusutan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa 

manfaat aset tersebut.  

         Nilai perolehan 

 Penyusutan =                                      x2 

         Masa manfaat 

c) Metode unit produksi (unit of production method)  

Perhitungan dengan cara menghitung aset tetap yang menghasilkan jumlah beban 

yang sama pada setiap unit yang dimanfaatkan.  

             Pemakaian 

Penyusutan = (NP – NR) x  

             Kapasitas Maksimal 

 

2.7 Prosedur Penyusutan 

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual 

mengungkapkan bahwa terdapat prosedur penyusutan yang harus terpenuhi yaitu:  

a) Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan 

Unit akuntansi ini harus melaksanakan pencatatan penyusutan dengan 

mengecualikan tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap. Berikut 

langkah yang harus diperhatikan: 
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1. Memperoleh daftar aset tetap yang ada dalam neraca. 

2. Memahami apakah dalam neraca terdapat Tanah dan Konstruksi dalam 

pengerjaan. 

3. Apabila dalam neraca terdapat Tanah dan Konstruksi dalam 

pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap disusutkan. 

b) Pengelompokan Aset 

Pengelompokan aset dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Aset Berkelompok 

Selain penyusutan dilakukan secara individual, penyusutan dapat 

dilakukan dengan berkelompok sekaligus. Aset berkelompok perlu 

pemahaman penuh tentang cara-cara pengelompokan aset. Apabila 

aset yang seharusnya disusutkan berkelompok tetapi disusutkan secara 

individual, maka terjadi permasalahan yang muncul.  

2. Aset Individual 

Aset yang tidak terdapat dalam standar, seperti gedung dan bangunan 

dapatkan catatan nilai awal individu aset. Susun daftar aset individual 

dan nilai awalnya. 

c) Penetapan nilai yang dapat disusutkan 

Aset pemerintah diperoleh bukan untuk dijual, akan tetapi digunakan atau 

dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsi, sehingga nilai sisa/ residu tidak diakui. 

Dengan demikian, semua aset individual maupun kelompok langsung diakui 

sebagai nilai yang dapat disusutkan. 
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d) Penetapan metode penyusutan 

Besarnya penyusutan tiap periode dihitung atau ditentukan menggunakan metode 

penyusutan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih dan digunakan. Sebagian 

besar, dari ketiga metode selalu digunakan dengan tingkat kerumitan perhitungan. 

Metode garis lurus menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan 

karena dirasa paling sederhana, sedangkan metode yang paling rumit adalah 

metode saldo menurun berganda. 

e) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan 

Sesuai dengan Buletin Teknis No. 18, perhitungan dan pencatatan penyusutan 

tahun berjalan menggunakan metode yang dipilih atau ditetapkan. Setelah 

menentukan metode yang dipilih, melakukan perhitungan secara konsisten sampai 

akhir manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit 

Akumulasi Penyusutan. Langkah terakhir membuat susunan daftar penyusutan 

untuk mempermudah menghitung penyusutan pada periode tahun berikutnya 

dengan memilih salah satu metode yaitu Metode Garis Lurus, Metode Saldo 

Menurun Berganda, Metode Unit Produksi. 

f) Penyajian Penyusutan 

Penyusutan disajikan dalam laporan Neraca dan Laporan Operasional, penyajian 

dalam laporan neraca dengan mengakumulasi akun penyusutan yang mengurangi 

nilai perolehan. Sedangkan dalam laporan operasional, penyusutan disajikan 

sebagai beban penyusutan. Berdasarkan PSAP 07 dalam menyajikan laporan 

keuangan, memberikan informasi penyusutan yang disajikan yaitu nilai 

penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, serta nilai buku. 
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2.8 Neraca 

Neraca pemerintah daerah memberikan laporan posisi keuangan yang disajikan dalam 

bentuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca ditetapkan. Aset, kewajiban dan 

ekuitas menjadi komponen utama dalam laporan tersebut, yang kemudian dapat 

diklasifikasikan dalam sub-akun neraca. Adapun yang dapat diklasifikasikan yaitu:  

1. Aset 

Aset yang dimiliki atau dikelola pemerintah membawa manfaat 

ekonomi dan sosial dengan berharap dapat digunakan dan diperoleh 

baik pemerintah maupun masyarakat yang dapat diukur dalam satuan 

uang maupun nonkeuangan. Aset dibedakan menjadi dua yaitu aset 

lancar dan aset tidak lancar. 

2. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu dan 

mengakibatkan sumber daya ekonomi pemerintah keluar. 

Karakteristik kewajiban adalah pemerintah memiliki kewajiban yang 

akibatnya harus mengorbankan sumber daya ekonomi kedepannya. 

Klasifikasi kewajiban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a) Kewajiban Jangka Pendek, dimana kewajiban atau utang 

pemerintah memiliki jatuh tempo kurang dari datu tahun. 

b) Kewajiban Jangka Panjang adalah pemerintah mempunyai 

utang yang jatuh tempo tersebut lebih dari satu tahun (dua belas 

bulan) setelah tanggal pelaporan. 
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3. Ekuitas 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih dimiliki pemerintah yang hasilnya 

dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 

Saldo ekuitas pada neraca berasal saldo akhir periode. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

3.1. Data Umum 

3.1.1. Sejarah Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan 

Aset Daerah Kabupaten Klaten 

Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten 

Klaten berdiri pada Maret 2009. BPKPAD Klaten memiliki tugas dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan. Selain itu, BPKPAD Klaten 

juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang keuangan, 

pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. Dahulu sebelum nama BPKPAD telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Awal mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kemudian 

berganti lagi pada bulan Maret 2009 menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD).  

  Latar belakang berdirinya DPPKAD yaitu dikarenakan kepala daerah diwajibkan 

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri laporan realisasi 

APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Oleh karena itu, DPPKAD 

dibentuk guna mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara yang meliputi pencatatan 

dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeliaran kas, serta aset atau barang 

daerah. Implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah di DPPKAD Kabupaten Klaten 

telah diatur pada Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa DPPKAD 
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melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset 

daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu sebagai SKPKD dan SKPD. 

SKPKD memiliki tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh PPKD sedangkan 

sebagai SKPD memiliki tugas dan kewenangan selaku pengguna anggaran SKPD. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tigas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Klaten, terdapat perubahan nama lagi menjadi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian berganti lagi susuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Klaten, BPKD Kabupaten Klaten secara resmi beralih menjadi Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Klaten pada tanggal 1 Juni 

2022. Perubahan nama ini menjadi salah satu upaya pengintegrasian dan penyelarasan 

perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah sehingga terdapat kesesuaian antara 

pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dengan Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah. 

3.1.2. Visi dan Misi 

3.1.2.1. Visi 

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten 

Klaten dalam mengemban tugas di bidang Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset 

Daerah mempunyai visi “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan 

Aset Daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel”. Hal ini mendukung visi Kabupaten 
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Klaten yaitu “Mewujudkan Masyarakat Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo” 

khususnya dalam hal daya saing dan kemandirian daerah. 

3.1.2.2. Misi 

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dibuatlah misi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten sebagai berikut: 

1. Pemantapan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah 

secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Menciptakan keterpaduan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah 

dimulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan hingga pelaporan 

dan evaluasi. 

3. Penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan 

daerah, dan aset daerah. 

4. Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah. 

5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, keuangan daerah, dan 

pengelolaan aset daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

 

3.1.3. Tujuan 

      Tujuan yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, antara lain: 

1) Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang aplikabel dan 

akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

2) Menyiapkan berbagai peraturan pengelolaan PPKAD sesuai kondisi daerah 

dan peraturan yang ada. 
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3) Mewujudkan aparat Pengelolaan PPKAD yang profesional. 

4) Mewujudkan sarana dan prasarana serta data di bidang pendapatan, keuangan 

daerah, dan aset daerah yang memadai kepada masyarakat. 

5) Meningkatkan kualitas pelayanan. 

3.1.4. Tugas dan Fungsi 

Tugas 

      Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten 

Klaten mempunyai tugas membantu Bupati Klaten dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan bidang keuangan; 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan; 

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang 

keuangan; 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah bidang keuangan; dan 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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3.1.5. Struktur Organisasi 

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, BPKPAD mempunyai 

susunan organisasi sebagai berikut. 

1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang keuangan, meliputi perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan 

kebijakan; koordinasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; administrasi, serta 

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

2) Sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan 

BPKPAD. 

a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas menyusun 

dokumen perencanaan badan; RKA-badan dan perubahannya; DPA-badan 

dan perubahannya; laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

badan; evaluasi kinerja badan; serta tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan. 

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan gaji dan tunjangan; 

administrasi; penatausahaan dan pengujian keuangan; pelaksanaan 

akuntansi; penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran 

dan akhir tahun; pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan 

pemeriksaan; laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; serta tugas 

kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 



23 
 

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pelayanan 

administrasi BMD (kendaraan dinas, gedung, mebel, peralatan dan mesin 

lainnya) seperti perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, 

pelaporan, penatausahaan, dan pemanfaatan BMD, pelayanan administrasi 

seputar. kepegawaian (pakaian dinas, sistem informasi kepegawaian, 

penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan gaji, pemberhentian/pensiun), 

penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan 

ketatalaksanaan BPKPAD, melaksanakan hubungan masyarakat dan 

keprotokolan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan. Penyesuaian telah 

mencakup tugas subbagian umum dan kepegawaian kaitannya. 

3) Bidang Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

badan di bidang pendapatan asli daerah. Bidang Pendapatan Asli Daerah memiliki 

3 (Tiga) subkoordinasi yaitu: 

a. Subkoordinator Pendataan 

b. Subkoordinator Penagihan 

c. Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan 

4) Bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan di bidang anggaran meliputi koordinasi dan penyusunan 

rencana anggaran daerah, serta penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran. 

Bidang Anggaran memiliki 3 (Tiga) subkoordinator yaitu:  

a. Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Anggaran 

b. Subkoordinator Penyusunan Anggaran 

c. Subkoordinator Regulasi dan Kebijakan Anggaran 
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5) Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengelolaan perbendaharaan daerah. Bidang Perbendaharaan terdiri 3 (Tiga) 

subkoordinator yaitu: 

a. Subkoordinator Kas Daerah 

b. Subkoordinator Perbendaharaan I 

c. Subkoordinator Perbendaharaan II 

6) Bidang Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di 

bidang aset daerah meliputi pengadaan dan distribusi, pengamanan dan 

pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah. 

a. Subkoordinator Perencanaan dan Distribusi, mempunyai tugas menyusun 

rencana subkegiatan perencanaan dan distribusi; standar satuan harga; 

perencanaan kebutuhan BMD; perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD; 

penatausahaan BMD; pemindahtanganan BMD termasuk hibah dan mutasi 

BMD; sistem informasi manajemen persediaan; dan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan. 

b. Subkoordinator Pengamanan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas menyusun 

rencana subkegiatan pengamanan dan pemanfaatan; pengamanan BMD; 

pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; penilaian BMD; 

pengelolaan/pengaturan, pemberian rekomendasi atau izin pemanfaatan aset 

daerah; penatausahaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pemungutan sewa dan 

retribusi pemakaian kekayaan daerah; penyimpanan bukti kepemilikan BMD; 

penatausahaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan 

aset daerah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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c. Subkoordinator Inventarisasi dan Penghapusan Aset, mempunyai tugas 

Menyusun rencana subkegiatan inventarisasi dan penghapusan aset; 

optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan 

penghapusan BMD; rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan 

pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten; inventarisasi BMD; dan 

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

7) Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 

bidang akuntansi meliputi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan 

keuangan daerah. 

a. Subkoordinator Analisis Data Keuangan 

b. Subkoordinator Pelaporan 

c. Subkoordinator Pengembangan Akuntansi 

8) Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana 

a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

b. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan 

pembangunan. 
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Gambar 3.1 Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten 

Sumber : Perbup No. 72 Th 2021 
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3.2. Data Khusus 

3.2.1. Sistem Akuntansi Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa aset berwujud memiliki 

masa manfaat lebih satu tahun atau 12 (dua belas) bulan dan digunakan kegiatan 

operasional pemerintah atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum serta tidak untuk 

diperjual belikan. 

1. Tanah diperoleh untuk maksud di pakai kegiatan operasional pemerintah dalam 

kondisi siap pakai. Tanah disini biasanya digunakan untuk bangunan, jalan, 

irigasi, dan jaringan. Namun, tanah dicatat terpisah dari aset tetap yang dibangun 

diatasnya. 

2. Peralatan dan mesin digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan 

dimanfaatkan masyarakat umum dalm kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin 

terdiri dari : alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, 

alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat 

kesehatan, alat laboratorium, dan peralatan lainnya dengan masa manfaat lebih 

dari 12 bulan. 

3. Gedung dan bangunan, seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh guna 

dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. 

Mencangkup diantaranya, bangunan gedung,monumen, menara, tugu titik pasti. 

4. Jalan, irigasi, jaringan yaitu dibangun pemerintah daerah dan dikuasai/dimiliki 

pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti jalan dan jembatan,bangunan air, 

instalasi, dan jaringan. 
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5. Aset Tetap lainnya, aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan aset tetap diatas, 

diperoleh dan dimanfaatkan kegiatan operasional pemerintah dalam keadaan 

siap pakai. Meliputi: bahan perpustakaan, barang bercorak seni, kebudayaan, 

olahraga, aset renovasi. 

6. Konstruksi dan pengerjaan, aset tetap sedang dalam proses pengerjaan atau 

pembangunan, akan tetapi tanggal pelaporan belum selesai seutuhnya.  

Data aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

(BPKPAD) milik daerah dan masa manfaat sesuai peraturan pemerintah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten 

No Nama Bidang Barang 

 Jumlah 

Barang  Jumlah Harga (Rp.) 

1 TANAH 1 534.271.000,00 

 Tanah 1 534.271.000,00 

2 PERALATAN DAN MESIN 2.106 13.736.269.005,00 

 Alat besar - - 

 Alat angkutan 126 4.769.684.872,00 

 Alat bengkel dan alat ukur 9 40.755.872,00 

 Alat pertanian 1 945.000,00 

 Alat kantor dan rumah tangga 1.572 5.094.854.257,00 

 

Alat studio, komunikasi dan 

pemancar 
47 

267.381.259,00 

 Alat kedokteran dan kesehatan - - 

 Alat laboratorium 1 3.575.000,00 

 Alat persenjataan - - 

 Alat Komputer 350 3.559.072.745,00 

 Alat eksplorasi - - 

 Alat pengeboran - - 

 

Alat produksi, pengolahan dan 

pemurnian 
- 

- 

 Alat bantu eksplorasi - - 

 Alat keselamatan kerja - - 

 Alat peraga - - 

 Peralatan proses/produksi - - 

 Rambu-rambu - - 

 Peralatan olah raga - - 

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 1 143.326.000,00 



29 
 

 Bangunan gedung 1 143.326.000,00 

 Monumen - - 

 Bangunan menara - - 

 Tugu titik kontrol/pasti - - 

4 
JALAN, JARINGAN DAN 

IRIGASI 
- 

- 

 Jalan dan jembatan - - 

 Bangunan air - - 

 Instalasi - - 

 Jaringan - - 

5 ASET TETAP LAINNYA 215 84.611.418,00 

 Bahan perpustakaan 208 77.541.418,00 

 

Barang bercorak 

kesenian/kebudayaan/olahraga 
7 

7.070.000,00 

 Hewan - - 

 Biota perairan - - 

 Tanaman - - 

 Barang koleksi non budaya - - 

 Aset tetap dalam renovasi - - 

6 
KONSTRUKSI DALAM 

PENGERJAAN 
- 

- 

 Konstruksi dalam pengerjaan - - 

  TOTAL 2.323 14.498.477.423,00 

Sumber: Data Diolah 

Pengelompokan aset pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset tetap tidak dapat 

disusutkan dikarenakan memiliki umur atau masa manfaat tidak terbatas, seperti tanah. 

Aset tetap yang dapat disusutkan jika masa manfaat berakhir dapat diganti aset sejenis. 

Misal bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Kemudian aset 

masa manfaatnya telah habis dan tidak dapat digantikan dengan aset sejenis, seperti 

sumber daya alam 
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3.2.2. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 

  Mengacu pada Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2020 Tentang Akuntansi 

Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh BPKPAD terkait konstruksi 

dalam pengerjaan terlampir pada Bab XIII, bahwasanya aset yang masih dalam 

pengerjaan termasuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, serta aset tetap lain yang proses pembangunan memerlukan waktu periode 

tertentu. Periode waktu tersebut bisa terjadi lebih satu periode akuntansi. 

Konstruksi dalam pengerjaan dapat dipindah dalam aset tetap apabila konstruksi 

tersebut selesai dikerjakan dan memiliki keuntungan sesuai tujuan perolehan serta siap 

pakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, biaya tersebut yang 

berhubungan dalam kegiatan konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan juga terdapat 

dalam bagian aset tetap dalam Neraca Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Ilustrasi Penyajian Konstruksi dan Bangunan pada Neraca BPKPAD 

Kabupaten Klaten 

ASET TETAP    

 Tanah  534.271.000,00 

 Peralatan dan Mesin 13.736.269.005,00  
 Gedung dan Bangunan 143.326.000,00  

 
Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi 
   0  

 Aset Tetap Lainnya 84.611.418,00  

 
Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 
0  

 Akumulasi Penyusutan (10.240.363.218,00)  
 Nilai Buku Aset  3.723.843.205,00 
 Jumlah Aset Tetap  4.258.114.205,00 

Sumber: Data diolah  

 Dari ilustrasi tabel diatas dapat dilihat bahwa BPKPAD Kabupaten Klaten dalam 

laporan neraca bahwa Jalan, Jaringan, Irigasi dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak ada 

saldo dikarenakan tidak adanya pembangunan atau pengerjaan. 
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3.2.3. Penyusutan Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten 

 

Penyusutan dijelaskan dalam PSAP No.07 paragraf 53 bahwa alokasi yang 

sistematis atas nilai suatu aset tetap dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Paragraf 

57 PSAP No. 07 menjelaskan bahwa terdapat tiga metode penyusutan, yaitu metode garis 

lurus, metode saldo menurun berganda, dan metode unit produksi. 

Sesuai Peraturan Bupati Klaten No. 76 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang 

Milik Daerah Bab V, bahwa BPKPAD Kabupaten Klaten menggunakan metode garis 

lurus. Metode garis lurus biasa digunakan dikarenakan lebih sederhana karena beban 

penyusutan dibagi rata selama umur manfaat, sebagai berikut: 

     Nilai Perolehan 

Rumus Penyusutan =  

     Umur Manfaat 

 

Masa manfaat setiap aset tetap telah disajikan dalam Peraturan Bupati No. 64 

Tahun 2020 Lampiran Bab XIII tentang Akuntansi Aset Tetap, yang mana seluruh aset 

tetap disusutkan telah sesuai dengan sifat aset tersebut. 
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Tabel 3.3: Penyusutan Rinci KIB B Peralatan dan Mesin 2017-2020 BPKPAD Kabupaten Klaten 

 

Sumber: Laporan Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin BPKPAD Kabupaten Klaten 

 

No Jenis Barang 
Tahun 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Umur 

Manfaat 

(dalam 

bulan) 

Masa 

Manfaat 

yang 

telah 

dilalui s/d 

31 

Des 2020 

 

Akumulasi 

Awal 

Beban 

Penyusutan 

Tahun 2020 

Akumulasi 

Akhir 

      (Rp)     (Rp) (Rp) (Rp) 

285 P.C Unit 2017 20.486.371,00 48 48 16.218.377,04 4.267.993,80 20.486.371,00 

283 P.C Unit 2018 13.618.478,00 48 38 7.376.675,58 3.404.619,50 10.781.295,08 

284 P.C Unit 2018 13.618.479,00 48 38 7.376.675,13 

 

3.404.619,75 10.781.295,88 

276 P.C Unit 2019 19.310.749,00 48 25 5.229.994,52 4.827.687,25 10.057.681,77 

277 P.C Unit 2019 19.310.750,00 48 25 5.229.994,79 4.827.687,50 10.057.682,29 

278 P.C Unit 2019 19.310.750,00 48 25 5.229.994,79 4.827.687,50 10.057.682,29 

279 P.C Unit 2020 15.850.000,00 48 14 660.416,67 3.962.500,00 4.622.916,67 
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Dari tabel laporan penyusutan KIB B penulis sajikan adalah akumulasi 

penyusutan KIB B yaitu Peralatan dan Mesin. Adapun perhitungan akumulasi 

penyusutan aset tetap pada peralatan dan mesin khususnya P.C Unit tahun 2018 

dengan nilai perolehan sebesar Rp 13.618.478,00 dengan umur manfaat 4 tahun 

atau 48 bulan menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut: 

         NP 

Rumus Penyusutan = 

         UM 

Hasil:  

    Rp 13.618.479,00 

Rumus Penyusutan = 

4 

=  Rp. 3.404.619,50 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan penyusutan untuk P.C Unit 

tahun 2018 sebesar Rp. 3.404.619,50 dan dinyatakan sebagai Beban Penyusutan 

tahun 2020. 

3.2.4. Akumulasi Penyusutan BPKPAD Kabupaten Klaten 2021 

a. Akumulasi Penyusutan Awal 

Akumulasi penyusutan awal terjadi sebelum adanya penambahan 

nila beban. Dapat dilihat tabel berikut : 
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     Tabel 3.4: Akumulasi Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten 2021 

Kode Barang 
Perolehan 

Akumulasi Awal 
Jumlah Harga 

 (132,2,1)  Akumulasi Penyusutan Alat 

Angkutan Darat Bermotor 
259 4.769.684.872,00 2.537.544.304,18 

 (132,3,1)   Akumulasi Penyusutan Alat 

Bengkel Bermesin 
10 15.425.872,00 12.854.893,34 

 (132,3,3)   Akumulasi Penyusutan Alat Ukur 8 25.330.000,00 25.330.000,00 

 (132,4,1)  
Akumulasi Penyusutan Alat 

Pengolahan 
2 945.000,00 157.500,00 

 (132,5,1)  
Akumulasi Penyusutan Alat 

Kantor 
1147 2.598.184.987,00 1.782.342.715,64 

 (132,5,2)  
Akumulasi Penyusutan Alat 

Rumah Tangga 
1860 2.464.927.718,00 1.512.219.768,95 

 (132,5,3)  Akumulasi Penyusutan Meja dan 

Kursi Kerja/Rapat Pejabat 
42 31.741.552,00 28.217.357,04 

 (132,6,1)  Akumulasi Penyusutan Alat Studio 45 158.673.178,00 77.374.828,37 

 (132,6,2)  
Akumulasi Penyusutan Alat 

Komunikasi 
32 71.108.081,00 49.130.302,35 

 (132,6,3)  
Akumulasi Penyusutan Peralatan 

Pemancar 
6 37.600.000,00 18.780.833,33 

 (132,8,1)  Akumulasi Penyusutan Unit Alat 

Laboratorium 
2 3.575.000,00 357.500,00 

 

(132,10,1)  

Akumulasi Penyusutan Komputer 

Unit 
265 1.980.136.884,00 1.461.406.817,79 

 

(132,10,2)  

Akumulasi Penyusutan Peralatan 

Komputer 
424 1.578.935.861,00 1.376.259.247,94 

 (133,1,1)  Akumulasi Penyusutan Bangunan 

Gedung Tempat Kerja 
5 143.326.000,00 1.127.365.000,00 

 (135,2,1)  Akumulasi Penyusutan Barang 

Bercorak Kesenian 
2 1.010.000,00 1.010.000,00 

 (135,2,2)  
Akumulasi Penyusutan Alat 

Bercorak Kebudayaan 
12 6.060.000,00 6.060.000,00 

Total Akumulasi Awal 4619 13.886.665.005,00 10.025.411.068,93 

Sumber : Data Diolah 

Dari data diatas bahwa total penyusutan awal BPKPAD tahun 2021 sebesar 

Rp 10.025.411.068,93 dengan nilai total perolehan sebesar Rp 13.886.665,005,00. 

Nilai tersebut diperoleh dari masing-masing unit aset tetap. Penyajian akumulasi 

akhir dihitung setelah adanya beban. Beban akumulasi disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.5: Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset 

 

a) Akumulasi Akhir 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai akumulasi awal penyusutan 

aset tetap BPKPAD Kabupaten Klaten Rp 10.025.411.068,93 kemudian 

No Keterangan 
Beban 

Penyusutan 
Akumulasi Akhir Nilai Buku 

1 

Akumulasi Penyusutan 

Alat Angkutan Darat 

Bermotor 

       

385.821.588,00  

    

3.058.815.253,72  

   

1.710.869.618,28  

2 
 Akumulasi Penyusutan 

Alat Bengkel Bermesin 

           

2.570.979,00 

            

15.425.872,00            -  

3 
 Akumulasi Penyusutan 

Alat Ukur 

                                   

- 

           

25.330.000,00  

                             

-  

4 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Pengolahan 

              

236.250,00 393.750,00                             551.250,00 

5 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Kantor 

       

181.014.005,01 

       

1.963.356.784,19     634.828.202,81  

6 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Rumah Tangga 

       

264.495.838,10  

       

1.744.970.120,77     719.957.597,23  

7 

Akumulasi Penyusutan 

Meja dan Kursi 

Kerja/Rapat Pejabat 

           

1.838.710,08  

             

30.056.066,16        1.685.485,84 

8 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Studio 

         

9.099.520,30  

           

86.474.348,17 

         

72.198.829,83  

9 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Komunikasi 

       

12.451.616,40  

             

61.581.919,40 

         

9.526.161,60  

10 
Akumulasi Penyusutan 

Peralatan Pemancar 

         

7.520.000,04  

            

26.300.833,44 

         

11.299.166,56  

11 
Akumulasi Penyusutan 

Unit Alat Laboratorium 

           

714.999,96  

                   

1.072.499,94 

           

2.502.500,06 

12 
Akumulasi Penyusutan 

Komputer Unit 

       

197.865.892,57  

       

1.659.272.711,58  

       

320.864.172,42  

13 
Akumulasi Penyusutan 

Peralatan Komputer 

      

40.657.810,80 

       

1.416.917.058,95  

       

162.018.801,05  

14 

Akumulasi Penyusutan 

Bangunan Gedung Tempat 

Kerja         -  

           

143.326.000,00       -  

15 
Akumulasi Penyusutan 

Barang Bercorak Kesenian 

                                   

-  

                

1.010.000.00 

                                   

-  

16 
Akumulasi Penyusutan 

Alat Bercorak Kebudayaan 

                                   

-  

             

6.060.000,00  

                                   

-  

Total Akumulasi Akhir 

   

1.104.287.260,26  

    

10.240.363.218,32  

   

3.646.301.786,68  
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terdapat adanya beban. Dengan begitu, Akumulasi akhir diperoleh 

setelah adanya beban yang menambah akumulasi awal. Tabel diatas 

diketahui nilai perolehan sebesar Rp 13.886.665,005,00. Setelah adanya 

beban penyusutan sebesar Rp 1.104.287.260,26. Hasil tersebut 

kemudian didapatkan menjadi akumulasi akhir aset tetap pada BPKPAD 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp 10.240.363.218,32. Sedangkan 

Nilai Buku didapatkan dengan mengurangi harga perolehan dengan 

akumulasi akhir, sehingga di dapatkan dengan total Rp 3.646.301.786,68. 

3.2.5. Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten 

 

Tabel 3.6: KIB B Peralatan dan Mesin (P.C Unit) 

Nama 

Barang 

Tahun 

Perolehan 

 

Umur 

 

Asal Usul 

 

Harga 

 

Keterangan 

P.C Unit 2021 4 Pembelian 24.750.000 Awal 

 Sumber : Data KIB B BPKPAD Kabupaten Klaten 

 Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin diatas, nilai peralatan 

berupa P.C Unit adalah sebesar Rp 24.750.000 dengan aset tetap dalam keadaan 

baik. 

 BPKPAD Kabupaten Klaten menetapkan masa manfaat peralatan dan mesin 

berupa P.C Unit selama 4 tahun. Dengan disusutkan menggunakan metode garis 

lurus. Berdasarkan tabel diatas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun 

pertama hingga ke 4 adalah sebagai berikut : 

a. Nilai Aset Tetap sebesar Rp 24.750.000 
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b. Nilai penyusutan untuk tahun pertama dihitung Rp 24.750.000 : 4 =              

Rp 6.187.500  

c. Catatan tahun pertama adalah : 

Tabel 3.7: Jurnal Pencatatan Penyusutan 

Beban Penyusutan Rp 6.187.500  

       Akumulasi Penyusutan  Rp 6.187.500 

Sumber : Data Diolah 

 

3.2.6. Penyajian Penyusutan 

Penyusutan disajikan pada Neraca setiap tahunnya. Akumulasi penyusutan 

diposting ke dalam neraca, berguna untuk mengurangi aset tetap agar aset dalam 

neraca terlihat nilai bukunya. 

Berikut Akumulasi Penyusutan Aset tetap pada Neraca BPKPAD 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut : 

Tabel 3.8 : Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2020 

NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

Per 31 Desember 2021 dan 2020 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN 2021 2020 

ASET   

ASET LANCAR   

Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 30.165.000,00 

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 

Kas di BLUD 0,00 0,00 

Kas Dana BOS 0,00 0,00 

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 

Kas Lainnya 0,00 0,00 

Setara Kas 0,00 0,00 

Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 

Piutang Pajak Daerah 48.494.367.965,00 49.767.669.697,00 

Piutang Retribusi Daerah  13.350.000,00 

Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 19.990.555.249,70 0,00 
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Piutang Lain-lain PAD yang Sah 12.448.232.889,46 11.774.757.020,46 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 11.984.477.171,00 0,00 

Piutang Transfer Antar Daerah  2.776.175.889,00 0,00 

Piutang Lainnya (2.500.003,00) 0,00 

Penyisihan Piutang (41.142.834.557,00) (45.050.639.859,82) 

Beban Dibayar Dimuka 340.702.216,00 321.505.058,17 

Persediaan 275.424.625,00 1.173.393.900,00 

JUMLAH ASET LANCAR 55.164.601.445,16 18.030.200.815,81 

INVESTASi JANGKA PANJANG   

Investasi Jangka Panjang Non Permanen   

Investasi kepada Badan Usaha Milik 

Negara 0,00 0,00 

Investasi kepada badan Usaha Milik 

Daerah 0,00 0,00 

Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 

Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 

Dana Bergulir 0,00 0,00 

Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00 

Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 

Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 

JUMLAH INVESTASI JANGKA 

PANJANG NON PERMANEN 0,00 0,00 

Investasi Jangka Panjang Permanen   

Penyertaan Modal 8.500.000.000,00 0,00 

Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 

JUMLAH INVESTASI JANGKA 

PANJANG PERMANEN 8.500.000.000,00 0,00 

JUMLAH INVESTASI JANGKA 

PANJANG 8.500.000.000,00 0,00 

ASET TETAP   

Tanah 534.271.000,00 7.110.321.000,00 

Peralatan dan Mesin 13.736.269.005,00 13.421.567.633,00 

Gedung dan Bangunan 143.326.000,00 1.127.365.000,00 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 

Aset Tetap Lainnya 84.611.418,00 84.611.418,00 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 

Akumulasi Penyusutan (10.240.363.218,32) (10.095.305.595,92) 

JUMLAH ASET TETAP 4.258.114.204,68 11.648.559.455,08 

DANA CADANGAN   

Dana Cadangan 15.504.782.343,00 504.782.343,00 

JUMLAH DANA CADANGAN 15.504.782.343,00 504.782.343,00 

ASET LAINNYA   
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Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 

Aset Tidak Berwujud 344.625.162,00 247.735.162,00 

Aset Lain-lain 48.295.330,00 1.288.269.615,00 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud (249.349.995,33) (247.735.162,00) 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00 

JUMLAH ASET LAINNYA 143.570.496,67 1.288.269.615,00 

JUMLAH ASET  83.571.068.489,51 31.471.812.228,89 

KEWAJIBAN   

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) 0,00 0,00 

Utang Bunga 0,00 0,00 

Utang Pinjaman Jangka Pendek 0,00 0,00 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 

Pendapatan Diterima Dimuka 1.010.639.032,00 999.416.237,00 

Utang Belanja 0,00 4.361.865,00 

Utang Jangka Pendek Lainnya (6.302.801.915,00) 0,00 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK (5.292.162.883,00) 1.003.778.102,00 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG   

Utang kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

(LKB) 0,00 0,00 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank 0,00 0,00 

Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA 

PANJANG 0,00 0,00 

JUMLAH KEWAJIBAN (5.292.162.883,00) 1.003.778.102,00 

EKUITAS   

EKUITAS 88.863.231.372,51 30.468.034.126,89 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

DANA 83.571.068.489,51 31.471.812.228,89 

Sumber : Data Diolah 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa akumulasi penyusutan aset tetap 

dalam Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten tahun 2021 dan 2020. Aset tetap terdiri 

dari berbagai jenis aset seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, 

Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan. 

Namun, penyusutan ditampilkan di dalam satu akun yaitu akumulasi penyusutan. 
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Dalam laporan neraca, Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. 

Selain tanah dan konstruksi dalam penyusutan aset tetap disusutkan dengan 

akumulasi penyusutan sebesar Rp 10.240.363.218,32. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pencatatan penyusutan aset tetap pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, 

disimpulkan bahwasanya BPKPAD Kabupaten Klaten dalam menghitung 

penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus yang berlandaskan PSAP 

No. 07 dengan mengelompokkan aset tetap menjadi enam akun yaitu, Tanah, 

Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi 

dalam pengerjaan, dan Aset tetap lainnya. Laporan penyusutan dilakukan setiap 

tahun dan disajikan dalam Neraca sebagai akumulasi penyusutan yang mengurangi 

nilai perolehan aset. Dalam laporan Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten pada tahun 

2021 terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan, namun 

selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seperti Peralatan dan mesin, Gedung 

dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Lainnya disusutkan dengan 

nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 10.240.363.218,32 dan nilai buku sebesar 

Rp 3.646.301.786,68. 

 

4.2 Saran 

Saran yang penulis berikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan 

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yaitu secara 

keseluruhan perlakukan akuntansi aset tetap pada BPKPAD Kabupaten Klaten 

sudah baik dan dapat dipertahankan sesuai peraturan yang berlaku. Diharapkan 

adanya kebijakan akuntansi pemerintah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 tahun 2019, Perbup Klaten Nomor 64 tahun 2020, dan Pernyataan Standar 

Akuntansi Daerah Nomor 07 dalam menyusun dan mencatat laporan keuangan 

mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
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